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BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 44 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

Mengingat

o a.

b.

BUPATI KATINGAN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Katingan, dipandang perlu menetapkan

‘Uraian Tugas Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan.

bahwa uraian tugas dimaksud pada huruf a di atas perlu dite-tapkan

\'dengan Peraturan Bupati Katingan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang - Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur dalam
wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 4180),

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan Undang—
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

~

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
‘rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438),
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tehun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Pemerintah Kabupaterni Katingan sebagai Daerah
Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003
Nomor 3)

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Kabupaten Katingan, dan Lembage Teknis Daerah Kabupaten
Katingan. (lL.embaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011

Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG URAIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN KATINGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

[



1 Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat Hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Katingan;

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Katingan

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten

Katingan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Penanaman Modal adalah Lembaga

Teknis Daerah.

BAB Il

- KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan
merupakan unsur Perencana Penyeleznggaraah Pemerintahan Daerah dan Penanaman
Modal Kabupaten Katingan, dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan penanaman modal.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :



(1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan

2 Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman
modal.

(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah

(4) Pelaksanaan dari fungsi tersebut meliputi :

a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Katingan;

b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Katingan;

Menyusun'Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan;

d. Melakukan koordinasi Perencanaan di antara Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja,
Instansi Vertikal dan Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan,

e. Menyusur{ Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bekerja sama
dengan Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;

f Melakukan kegiatan penelitian dengan koordinasi instansi terkait untuk
kepentingxén perencanaan pembangunan di Kabupaten;

g. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bahan
penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya;

h. Memberi saran/ pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta
mengenali secala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya;

i Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

BAB il
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KATINGAN

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Kabupaten Katingan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima)

Kepala Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 10 (delaoan\ Sub Bidang valtu

1. Kepala Badan

2. Sekretariat
21 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22 Sub Bagian Penyusunan Program
2.3 Sub Bagian Keuangan



3. Bidang Perencaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana

3.1 Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
3.2 Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana,

4. Bidang Perekonomian dan Anggaran
4.1 Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;

4.2 Sub Bidang Anggaran;

5. Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat.
5.1 Sub Bidang Sosial dan Budaya;
5.2 Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

6. Bidang Penelitian, Pengembangan clan Statistik
6.1 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

o~ -

8.2 Sub Bidang Statistik, Pengendalian dan Pelaporan,
7. Bidang Penanaman Modal

7.1 Sub Bidang Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
7.2 Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Daerah;

BAB IV

URAIAN TUGAS KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN KATINGAN

Pasal 6

(1) Membantu Bupati Katingan dalam bidang tugasnya.
(2) Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH DAN PENANAMAN MODAL.
(3) Mengadakan hubungan kerja dan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk

memperlancar .;(ugas BANDAN PEENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENANAMAN MODAL.

BAB V
SEKRETARIAT
Paragraf 1
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Sekretariat terdiri dairi :

a. Kepala Sekretariat

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Penyusunan Program;

d. Sub Bagian Keuangan.



(1)

(2)

Paragraf 2
URAIAN TUGAS KEPALA SEKRETARIAT
Pasal 8

Kepala Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasi pelayanan Administrasi,

Keuangan, Perencanaan, Perlengkapan Pembekalan dan Rumah tangga Tata

Kepegawaian dan Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penanaman Modal.

Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Membantu Kepala Bandan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman
Modal di bidang tugasnya.

b. Merumuskan perencanaan program/kegiatan pada Sub-Bagian Umum dan

Kepegawaian, Sub-Bagian Periyusunan Program, dan Sub-Bagian Keuangan

Mengkaordihir pengelolaan administrasi keuangan

Mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian

Mengkoordinir pengelolaan urusan administrasi umum

Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan. dilingkungan Badan

@ ™o o o0

Mengkoordinir pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan dalam mengatur dan

mengendalikan arus surat masuk maupun keluar

h. Mengkoordinir penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan

i. Mengkoordinir penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas

j.  Mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan naskah dan kearsipan

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja dan atau satuan kerja terkait

| Memberi saran dan pertimbangan kepada [Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal baik diminta maupun tidak diminta
mengenali segala sesuatu yang ada hubungannya cengan bidang tugasnya

m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Paragraf 3
URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat, perjalanan dinas dan
pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penanaman Modal.

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
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a. Membantu Kepala Sekretariat dibidang tugasnya

b. Melakukan urusan perlengkapan dan perawatan kantor Badan Perencanaan

Pembangqun Daerah dan Penanaman Modal.

. Melakukan Qrusan rumah tangga (barang inventaris, kendaraan dinas, kebersihan,
barang habis pakai, gudang, keamanan, pengadéaan barang dan urusan rumah
tangga Iainnanya).

_ Melakukan urusan surat menyurat ( mengarahkan surat masuk, mencatat surat
dalam buku/ kartu kendali, menerima dan mendistribusi/ mengirim surat dan
menyimpan arsip surat dalam file).

. Menyiapkari surat tugas, surat perintah perjalanan dinas pegawai Bappeda dan
menyelenggarakan kartu kendali perjalanan dinas

Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan mutasi Pegawai, pengusulan
berkala, kartu pegawai, karis, karsu, dan lain sebégainya

. Mengerjakan kartu pegawai serta Kartu lainnya yang berhubungan dengan
kepegawaian

. Menyusun rencana kebutuhan tenaga pegawai Badan Perencaaan Pembangunan
Daerah dar Penanaman Modal

Membuat data nominasi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daera\n
dan Penanaman Modal (DUK)

Mengurus pensiun pegawali

Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, kursus, latihan
prajabatain dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan
pegawai

Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan cuti, ijin, instruksi dan lain-lain bagi
pegawai

. Mengurus absensi serta mengirim rekapitulasi sekali sebulan kepada Bupati
Katingan, menyiapkan surat teguran/ hukuman disiplin PNS dan sebagainya

. Mempersiapkan para petugas apel bendera, apel pagi dan apel siang.
 Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat baik yang diminta
maupun tidak diminta mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang
tugasnya

_ Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya



Paragraf 4
URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Pasal 10

(1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan persiapan

penyusunan  rencana kegiatan/program  dan  melakukan evaluasi atas

pelaksanaannya.
(2) Uraian Tugas cdimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
D.

Membantu Kepala Sekretariat dibidang tugasnya

Mempersiapkan secara administrasi penyusunan rencana program dan kegiatan
tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
Mengumpulkan data berupa laporan mengenai pelaksanaan tugas di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.

Menyusun data pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanarnan Modal secara tertib dan
rapi

Mencatat ‘data pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal pada buku/kartu secara tertib dan
teratur

Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Menyusunr Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh satuan/
Pimpinan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penanaman Modal

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat baik yang
diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya
dengan bidang tugasnya |

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Paragraf 5
URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 11

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan,

membimbing dan membina bendaharawan pengeluaran/gaji, bendahara penerima

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :



a. Membantu Kepala Sekretariat dibidang tugasnya

b. Menyelerggarakan administrasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan

oY

Daerah dar Penanaman Modal

Menyusun rencana kebutuhan anggaran bekerjasama dengan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian.

Menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal sebagai penjabaran Dokumen Pelaksana
Anggaran '

Melaksanakan pengelolaan belanja rutin Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal

Melakukan pengelolaari pembayaran gaji Pegawai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Menyusun petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangurian Daerah dan Penanaman Modal

Melakukan pembinaan dan pengawasan tata usaha keuangan dan bendaharawan
di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Menyusun -“laporan mengenai pelaksanaan anggaran badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berupa laporan tahunan dan atau
laporan periode lainnya

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat baik yang diminta
maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada iubunganya dengan
bidang tugasnya

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

. BAB VI
BIDANG PENELITIAN, PENEGEMBANGAN DAN STA 1ISTIK
Paragraf 1
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

b.

Sub Bidang Statistk, Pengendalian dan Pelaporan



Paragraf 2

URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pengumpulan data, analisa,
penilaian dan pélaporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanamn
Modal di bidang tugasnya.

b. Merumuskan bahan Pengumpulan dan Pengolahan Data, Penilaian dan Analisa
Data, Monitoring dan Evaluasi, Laporan dan Promosi hasil pelaksanaan
pembangunén di daerah

c. Mengkoordinasikan pengumpulan dan menyusun data mengenai pelaksanaan
program peﬁwbangunan di daerah

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Analisa Data dan
Pembangunan, Analisis Perencanaan Sistem Informasi Pembangunan serta

mengevaliuasi hasil peiaxsanaan kebijakan perencanaan daeran

e. Mengkoordinasikan penyusunan dan mengumpulkan bahan untuk penerapan dan
promosi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah

f Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau satuan kerja terkait dalam

rangka kelancaran tugas

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan

Pembanguhén Daerah dan Penanaman Mcdal Kabupaten Katingan baik yang
diminta matipun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya
dengan bidang tugasnya

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Paragraf 3

-~ URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

(1) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan,

menyusun dan meneliti data mengenai pelaksanaan program pembangunan di

daerah.
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(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
b.

c.

Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya

Menyimpan DIPA/DPA/Revisi secara tertib dan rapi

Membuat ikhtisar/rekapitulasi DIPA dan DPA untuk disebarluaskan kepada

masyarakat melalui institusi yang bersangkutan

Mengumpulkan data kegiatan Penanaman Modal (PMA/PMDN dan BLN)

Mengumpuikan dan mendistribusikan data pelaksanaan program pembangunan

meliputi

- Laporan pelaksanaan  kegiatan =~ APBN/APBD  (laporan  bulanan/
triwuIén/semester/tahunem dan lain-lain) v

= Laporan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal (PMDA/PMA dan BLN)

Mencatat laporan pelaksanaan kegiatan APBN/APBD dan penanaman modal

(PMDN/PMA) dan BLN dalam buku dan atau kartu pelaksanaan dan pengendalian

kegiatan secara tertib dan teratur.

Membuat surat penagihan atau teguran kepada instansi / pimpinan kegiatan APBN

dan APBD ‘yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai

waktu yang telah ditentukan.

Melakukan “ Analisa dan Penilaian atas bahan dan Laporan pelaksanaan

Pembangunan.

Mempersiapkan pedoman / petunjuk mengenai pelaksanaan monitoring

pembangunan.

Mempersiapkan rekomendasi untuk penelitan dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.

Mempersiapkan, menyusun dan mengekspose hasil penelitian dan memberi saran

/ pertimbangan kepada kepala bidang tentang pelaksanaan penelitian

pembangunan daerah.

Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnya.

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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Paragraf 4

URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG STATISTIK, PENGENDALIAN

DAN PELAPORAN
Pasal 15

(1) Kepala Sub-Bi“dang Statistik, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas

(2)

melaksanakan evaluasi dan pelaporan, analisis perencanaan sistem informasi

pembangunan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah.

Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
b.

Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya

Menyusun program monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan dana yang
bersumber dari APBN, APBD, PMA/PMDN dan kegiatan-kegiatan bantuan luar
negeri serta.bantuan pembangunan lainnya

Mengolah dan menyusun laporan hasil monitoring kegiatan pembangunan dana
yang bersumber dari APBN, APBD dan proyek-proyek BLN, PMA/PMDN serta
bantuan pembangunan lainnya

Mempersiapkan laporan Bupati Katingan mengenai pelaksanaan pembangunan
yang bersumber dari dana:

- APBN

- APBD Provinsi dan Kabupaten

- BLN

- PMA/ PMDN dan lain-lain

Mempersiapkan pedoman / petunjuk pengendalian pembangunan

Mempersiapkan bahan dan mengolah hasil rapat pengendalian pelaksanaan

pembangunan

‘Mempersiapkan pedoman /petunjuk kepada instansi / pemimpin kegiatan

mengenai cara / bentuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dan jadual waktu
penyampaiannya kepada . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan baik yang bersumber dari
APBN APBD, PMA/PMDN dan BLN a sistematis dalam bentuk tertulis
seperti rekapitulisasi, ikhtisar, grafik dan bentuk lain yang diperlukan

Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun
tidak dimirlgg mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang
tugasnya. |

Melaksanzakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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BAB Vil

BIDANG PEREKONOMIAN DAN ANGGARAN
Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 16

Bidang Perekonomian dan Anggran terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi

b. Sub Bidang Anggaran

Paragraf 2
URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN ANGGARAN
Pasal 17

(1) Kepala Bidang- Perekonomian dan Anggaran mempunyai tugas melakukan dan
mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan perekonomian dan anggaran
(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Membantu Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan di bidang
tugasnya

b, Merumuskan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediesi perencanaan pembangunan
antar sektor dan wilayah di bidang pertanian, industri, perdagangan,
pertambangan dan energi, dunia usaha, ekonomi lemah dan koperasi

c. Merumuskan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan antar
sektor dan wilayah di bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan
energi, dunia usaha, ekonomi lemah dan koperasi

d. Merumuskan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/proyek dan
kegiatan prioritas dibidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan
energi, dunia usaha, ekonomi lemah dan koperasi

e. Menyelenggarakan analisis permasalahan di bidang pertanian, industri,
perdagangan, pertambangan dan energi, dunia usaha, dan ekonomi serta
merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya

f Merumuskan program bidang Perekonomian sesuai dengan Rencana Strategis
Daerah

g. Melaksanakén koordinasi dengan unit kerja dan atau satuan kerja terkait

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda dan Penanaman
Modal baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada

hubungarnya dengan bidang tugasnya
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Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Deerah dan Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan
fungsinya. |
Paragraf 3
URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG PERECANAAN

PENGEMBANGAN EKONONMI

Pasal 18

(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas

(2)

mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Pertanian,

Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
b.

Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya

Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan pembangunan
Pertanian, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi |
Mempelagjari dan menelaah rencana pembangunan Pertanian, Industri,
Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang disusun oleh Dinas Daerah, satuan
kerja daerah, instansi vertikal, kecamatan dan badan-badan lainnya

Melaksanakan inventarisasi potensi dan permas salahan serta hasil pembangunan
Pertanian, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Melakukan aegala usaha dan kegiatan perumusan langkah dan saran kebijakan
pemecahan _ permasalahan pembangunan Pertanian, Industri, Perdagangan

Pertambangan dan Energi.
Melakukan penyusunan, mempelajari dan menelaah program tahunan

pembangunan Pertanian, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam
rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan

atau dimasukan kedalam program Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah

Pusat.
Mengikuti pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan Pertanian, Industri,

ertambangan dan Energ

Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun
tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang
tugasnya

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya
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Paragraf 4

URAIAN TUGAS SUB BIDANG ANGGARAN

Pasal 19

(1) Kepala Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan

(2)

penyusunan perencanaan dan program pembangunan.

Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
b.

C.

3

Membantu Kepala Bidang dibiclang tugasnya

Merumuskan danmempersiapkan rancangan Kebijakan Umum Aggaran (KUA)
Merumusken dan mempersiapkan rancangan pioritas dan flapon anggaran
sementara (PPAS) untuk kemdian dibahas bersama denan panitia nagaran DPRD
Menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan
rencana kxerjé dan anggran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)

Menyusuri dan menyiapkan rencangan peraturan daerah APBD dan rancangan
peraturan Bupati tentang penjabarannya

Melakukan verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah (DPA-SKPD) dengan kepala satuan kerja perangkat daerah
Menelaah dan membahas program dan kegiatan baru yang tercantum dalam
(RKA-SKPD) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD dalam
rangka perubahan APBD

Merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan umum perubahan APBD,
prioritas an fnlafon anggaran sementara perubahan, menysun rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Bupati tetang penjabaran
perubahan APBD

Mempershapkan rancangan surat edaran bupati peihal pedoman penyusunan
RKA-SKPD yang mengacu kepada perubahan APBD r
Melakukan verifikasi terhadap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar
kegiatan, antar jenis belanja dan antar rincian obyek belanja

Mempersiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang tata cara pergeseran

anggaran

Mempersiapkan naskah rancangan Peratuan Bupati tentang pertanggungjawaban
pelaksan:a;aﬁ APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

sksaakan tugas lainnya yang berkaitan dengan proses mempersiapkan,
merumuskan dan menyusun anggaran daerah sesuai ketentuan perundang-

undangan
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BAB Viii
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Paragraf 1

SUUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20
Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
a. Sub Bidang Sosial Budaya
b. Sub Bidang Kesejéhteraan Rakyat
Paragraf 2

URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 21

(1) Kepala Bidang Sosial Budaya dan Kesejahtraan Rakyat mempunyai tugas melakukan

(2)

dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan,

kependudukain, kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pemerintahan.

Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

Membantu Kepala Badan Perencanaan Pebangunan Daerah dan Penanaman
Modal di bid;ang tugasnya

Mengkoordinasikan  penyusunan perencanaan,  pendidikan, kesehatan,
kependudukén, kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pemerintahan
Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan
antar pendidikan, kesehatan, kependudukan, kesejahteraan sosial, mental
spiritual, budaya dan pemerintahan

Mengkoordinasikan dan menilai kelayakan usulan program kegiatan dan kegiatan
prioritas untuk sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, kesejahteraan sosial,
mental spiritual, budaya dan pemerintahan

Menyelenggarakan analisis permasalahan dibidang pendidikan, kesehatan,
kependudukan, kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pemerintahan
serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau satuan kerja terkait untuk
kelancaran tugasnya

Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal baik diminta maupun tidak diminta

mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya
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h.

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penanaman Model sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Paragraf 3

URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA

Pasal 22

(1) Kepala Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan

(2)

penyusunan r'e._ncana dan program kependudukan, kesejahteraan sosial, Mental

Spiritual, Budaya dan Pemerintahan.
Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
b.

@

Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya

Melaksan‘ak:dn segala usaha dan kegiatan untuk Perencanaan Pembangunan
Kependudukan, Kesejahteraar Sosial, Mental Spiritual, Budaya dan Pemerintahan
Mempelajari dan menelaah rencana pembangunan Kependudukan, Kesejahteraan
Sosial, Mlen;ial Spiritual, Budaya dan Pemerintahan yang disusun oleh Dinas
Daerah, satuan kerja daerah, instansi vertikal, kecamatan dan badan-badan
lainnya

Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan serta hasil pembangunan
Kependud&kan, Kesejahteraan Sosial, Mental  Spiritual, Budaya dan
Pemerintahan.

Melaksanakén segala usaha dan kegiatan perumusan langkah dan saran
kebijaksanaan  pemecahan permasalahan  Perencanaan = Pembangunan
Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya dan Pemerintahan
Melakukar penyusunan, mempelajari dan rmenelaah  program tahﬁnan
pembzmgunén Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya dan
Pemerintahan Kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau
kegiatan-kegiatan yang diusulkan atau dimasukan kedalam program Pemerintah
Provinsi dan atau Pemerintah Pusat.

Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepéla Bidang baik diminta maupun
tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnya
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan olsh pimpinan sesuai dengan tugas
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‘ Paragraf 4
URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 23

(1) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan

(2)

penyusunan rencana dan program pendidikan dan kesehatan.

Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
b.

Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya

Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk Perencanaan Pembangunan
Pendidikan dan Kesehatan

Mempelajari dan menelaah rencana pembangunan Pendidikan dan Kesehatan
yang disusury oleh Dinas Daerah, satuan kerja daerah, instansi vertikal, kecamatan
dan badan-badan lainnya

Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan serta hasil pembangunan
Pendidikan dan Kesehatan

Melaksanakan segala usaha dan kegiatan perumusan langkah dan saran
kebijaksanaan pemecahan permasalahan Persncanaan Pendidikan dan

Kesehatan
Melakukan penyusunan, mempelajari, menelaah program tahunan Pendidikan dan

Kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau kegiatan-

kegiatan yang diusulkan atau dimasukan kedalam program Pemerintah Provinsi

dan atau Pemerintah Pusat.
Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnya
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

BAB IX
BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG SARANA DAN PRASARANA
Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 24

Bidang Perencanzan Tata Ruang dan $Sarana dan Prasarana terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruzing dan Lingkungan Hidup

b. Sub Bidang Perencanaan Sarana clan Prasarana
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Paragraf 2

URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG PERENCANAAN
TATA RUANG, SARANA DAN PRASARANA
Pasal 25

(1) Kepala Bidang Perencanaan, Tata Ruang, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas

(1)

Vorvmeediresont

Al slrme Ao~ — lrmmsimbompm  smovmensnnes ooy P ataslalolaleiliar»ia] sl men
melakukan dan mengkoorainasi Kegidan peisiitdiiaatl pembangunan bidang

perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang, pengairan, sumber daya dan lingkungan
hidup.
(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

Membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman
Modal di bidang tugasnya
Merumuskan kebijakan di bidang Perencanaan, Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup, Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata

¢c. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana wilayah

d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Daerah

Mengkoordinasikan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perhubungan,
Telekomunikasi dan Pariwisata Daerah

Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dan atau Satuan Kerja terkait dalam
rangka kelancaran tugasnya

Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan baik diminta
maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan
bidang tugasnya

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Badan Perencanaan
Pebangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Paragraf 3
URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN SARANA
DAN PRASARANA
Pasal 26

Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas

mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana

jalan, perhubungan darat, laut, uclara, pos dan telekomunikasi.
(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
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(1

a. Membantu kepala Bidang di bidang tugasnya

b. Melakukan kegiatan perencanaan Prasarana, Perhiubungan, Telekomunikasi dan

w

Pariwisata

Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana Prasarana, Perhubungan,
Telekomunikasi dan Pariwisata yang disusun oleh Dinas / Badan / Unit Satuan
kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik serta merumuskan langkah-
langkah kebijaksanaan pemecahannya.

Malakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang
Prasarana Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata atau kegiatan-kegiatan
yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program
tahunan Nasional.

Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang, baik diminta maupun
tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannnya dengan bidang
tugasnya.

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Paragraf 4

URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG TATA RUANG
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 27

Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan

lingkungan hidup.
Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
b.

=h

Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya

Merumuskan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan
antar sektor dan wilayah di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Merumuskan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan antar
sektor dan wilayah di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Merumuskan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan dan
kegiatan prioritas di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun
tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang
tugasnya

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya
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BAB X
BIDANG PENANAMAN MODAL

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 28

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

a. Sub Bidang Penanaman Modal dan Promosi Daerah

b Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Daerah

Paragraf 2

URAIAN TUGAS KEPAILA BIDANG PENANAMAN MODAL
Pasal 29

(1) Kepala Bidangj Penamanan Modal mempunyai tugas pkok meniapkan bahan

(2)

perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan  kegiatan ~ perencanaan dan

engembangan, promosi dan kerasama, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian di

bidang penanaman modal :
Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
b.

Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya

Mempelajari- ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan
dengan bidang tugas;

Melaksanakan perumusan dan penyusunan pedoman [/ petunjuk dan
kebijaksanaan teknis di bidang penanaman modal sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

Melaksanakan perencanaan pengembangan dan penggalian sumber — sumber
potensi investasi daerah;

Mengkoordinasikan ‘menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan daerah
meliputi penyiapan usulan bidang — bidang usaha, penyusunan peta investasi dan
identifikasi potensi sumber daya daerah di bidang penanaman modal ;
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi investasi penanaman
nodai

Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal
Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait sesuai
dengan bidang tugas dalam rangka menginput data / informasi untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

21



1).

2).

i. Mengkoordinasikan kepada SKPD/Instansi terkait clalarn menciptakan iklim usaha
yang kondusif bagi penanaman modal sesuai ketentuan perundang — undangan

yang berlaku;

j. Merumuskan kebijakan dan langkah pelaksanaan kerjasama dengan provinsi atau

badan / lembaga di bidang penanaman modal,

k. Memfasilitasi kebijakan terhadap rekomendasi pelayanan perijinan serta
pelayanan teknis dan bisnis di bidang penanaman modal ;

I Menyebarluaskan informasi di bidang penanaman modal kepada masyarakat dan
dunia usaha;

m. Mengkoordiﬁasi penyusunan RAPBD kabupaten katingan secara keseluruhan
bidang pembangunan khususnya bidang penanaman modal ;

n. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada

0. Menilai prestasi Kerja bawahan di Lingkungan Bidang Penanaman Modal
berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan ( DP-3);

p. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Penanaman Modal berdasarkan
pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Paragraf 3

URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG PENANAMAN MODAL DAN
PROMOSI DAERAH
Pasal 30
Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan Promosi Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan keglatan promosi dan kerjasama penanaman modal dalam negeri

calon penanam modal di daerah;
Uraian tugas dimaksud pada ayat 1 ( satu ) adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja/ kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal dan promosi
daerah sebagai pedoman dalem pelaksanaan tugas ;

b. Mempe!ajari' ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan
dengan bidang tugas ;

c. Mencari, menghimpun, mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan
pengembangan potensi dan promosi serta penyiapan bahan penyusunan
kebijaksanaan penanaman modal dalam mengikuti forum provinsi dan nasional ;

d. Melaksanakan promosi dan kerjasama dibidang penanaman modal didalam dan

luar negeri ;



1).

2).

e. Melakukan 'benyebarluasan informasi penanaman modal melalui multi media dan
teknologi informast ;

f Melakukan pemanfaatan peluang kerjasama teknik dan ekonomi untuk
mendukung pengembangan penanaman modal daerah;

g. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada
atasan ;

h. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Sub Bidang Penanaman Modal dan
Promosi Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan Pengajuan
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  ( DP-3)

Paragraf 4

URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG POTENSI DAN KERJASAMA DAERAH
Pasal 31

Kepala Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan , perigendalian dan pelaporan serta
melaksanakan pelayanan umum untuk memberikan rekomendasi pelayanan fasilitas
dan perijinan penanaman modal asing ( PMA) dan penanaman modal dalam negeri

( PMDN ) kepada investor rnaupun calon investor kepada pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Fusat;

Uraian Tugas dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut ;

a. Menyusun program kerja/ kegiatan Sub Bidang Potensi dan Kerjasama Daerah
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan kerjasama pengelolaan di bidang Penanaman Modal dengan
Kabupaten, Kota lainnya;

c. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang berhubungan
dengan bidang tugas ;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan modal ;

e. Melakukan pengumpulan data tentang rencana pelaksanaan penanaman modal;

§ Memberikan pelayanan administrasi dan kerjasama dengan kabupaten / kota
lainya untuk menyampaikan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan
penanaman modal ( PMA/PMDN );

g. Melaksanakan pengawasan pengendalian Penanaman Modal Asing / Penanaman
Modal Dalam Negeri sesuai kewenangan ;

h. Melaksanalian analisis dan pengolahan data terhadap pelaksanaan pemanfaatan
pasilitas penanaman modal yang diberikan pemérintah terhadap penyelesaian
tindak laniut ;

i. Menyusun statistik dan laporan penanaman modal
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(1)

2)

j. Memfasilitasi kebijaksanaan peningkatan pelayanan fasilitas dan perijinan guna

meningkatkan pelayanan kepada investor

k. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada
atasan; ’

I Menilai prestasi kerja bawahan di Lingkungan Sub Bidang Potensi dan Kerjasama
Daerah berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan ( DP-3 );

m. Melaporkan ‘pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Sub Bidang Potensi dan Kerja
Sama Daerah berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan
masukan bagi pimpinan;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Kepala Badan, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala
Sub Bidang dilingkungan Bappeda Kabupaten Katingan dalam melaksanakan
tugasnya selaiu menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan
mengkoordinasikan bawahanya masing-masing serta memberikan bimbingan dan
petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Para pelaksana dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan
Penanaman Modal Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugasnya selalu

memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku serta

bimbingan/petunjuk atasan langsung/pimpinan.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan

diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan.

R
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Pasal 34
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya
memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 6 pesember 2011

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 6 Desember 2011

AL
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR: 44.



